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ABSTRAK 

KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
PELA Y ANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

(Studi Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di 

Kabupaten Sukamara 

ELYSAEKAWATY 
Universitas Terbuka 

Elysaekawaty@gmail.com 

Kata Kunci : lmplementasi, Standar, dan Sumberdaya 

Tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelak:sanaan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 
Fak:tor - factor Pendorong dan Penghambat dalam pelak:sanaan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sukamara. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunak:an teknik wawancara, 
observasi dan dokumen, selanjutnya teknik analisis yang digunak:an adalah analisis dengan 
menggunak:an model interak:tif, model analisis menurut Miles dan Huberman (1984). 
Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan 
secara sistematis, factual dan ak:urat mengenai fak:ta-fak:ta serta fenomena-fenomena yang 
terjadi selama proses penelitian ini berlangsung. Temuan penelitian ini menunjukan : 
lmplementasi kebijak:an Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Sukamara telah berjalan sesuai dengan harapan, baik 
implementasi dalam sikap, Komunikasi, Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. SOP yang 
ada secara langsung telah memperbaiki proses internal perilaku dalam peningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarak:at. Implementasi suatu kebijak:an dipengaruhi oleh 
fak:tor-fak:tor komunikasi, sikap (disposisi) , sumberdaya dan struktur birokrasi yang 
menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijak:an itu sendiri. Ketika kebijak:an 
baru diimplementasikan telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan 
terhadap masyarak:at. Suatu program dapat terimplementasi dengan baik jika didukung 
oleh sumberdaya yang memadai dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, 
sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sebagai upaya memberi saran/masukan kepada 
pengambilan kebijak:an, dalam rangka optimalisasi kebijak:an SOP pada Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara maka dari hasil kajian penelitian ini, 
penulis memberikan konsep implementasi Kebijak:an SOP sebagai berikut : Optimalisasi 
Implementasi kebijak:an Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus Pelayanan pajak: 
daerah dan retribusi daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik 
peningkatan internal dan eksternal dalam rangka memenuhi sasaran yang diharapkan yaitu 
tercapainya penyempumaan proses penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dalam 
penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarak:at. 
Optimalisasi intensifikasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan bahwa SOP 
telah dilak:sanakan dengan baik, serta informasi mengenai sejauh mana SOP yang tidak: 
dapat dilak:sanakan atau sudah tidak: relevan lagi, mana SOP baru yang mungkin 
diperlukan, dan mana SOP yang perlu disempurnakan, untuk melihat kembali tingkat 
keakuratan dan ketepatan SOP dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 

THE POLICY OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) of 
REGIONAL TAX AND RETRIBUTION SERVICE 

( A Study of The Implementation of Financial and Regional Asset Management 
Based on The Regent Regulation No. 20 in 2011 about Standard Operational 

Procedure of Sukamara Regency) 

ELYSAEKAWATY 
Universitas Terbuka 

Elysaekawaty@gmail.com 

Key words : Implementation, Standard and Resource 

This study was conducted to describe and to analyze the implementation of Standard 
Operational Procedure (SOP) of Regional Tax and Retribution Service along with the 
motivated and the obstacle factors on the implementation of Standar Operational 
Procedure (SOP) at the Departement of Financial and Regional Asset Management of 
Sukamara Regency. Data collecting on observational it utilizes interview technique, 
observation and documents, continued by analyzed it through interactive model, analysis's 
model based on Miles and Huberman (1984). Based on the obtained data, the writer tried 
to describe by systematically, factual and accurate about facts and phenomenon that 
happen up to this research process observational done. This research finding show; 
Implementation of standard operational prosedure (SOP) policy on departement of 
financial and regional asset at Sukamara regency was walking according to expectation, 
well implementation in disposition, communication, resources and bureaucracy structure. 
Directly, SOP has fixed internal process behavior in increasing quality to the society 
service. Implementation a policy regarded by communication factors, disposition, resource 
and bureaucracy structure that becomes supporting and resistor that policy implementation 
self. While new policy is implemented, it is being change in management to society 
service. A program gets implemented with whether regarding backed up by resource what 
do be equal to, in this case get to be fund form, technological equipment and another 
supporting facilities. As effort give tips or entry to policy take, in order to optimal SOP 
policy on Departement of Financial and Regional Asset Management of Sukamara 
Regency therefore from this research study result, writer gives SOP policy implementation 
concept as follows: optimally is implementation of standard operational procedure (SOP) 
policy especially taxes ministering special region and region retribution on Departement of 
Financial and Regional Asset Management, well in increasing of internal and external in 
order to accomplish expected target which is be reached completion processes governance 
management, orderliness in governance management and increasing of service quality to 
society. Optimally of intensification, monitoring and evaluation in order to ensures that 
SOP was performed with every consideration, and information hits in as much as which 
impracticable SOP or was irrelevant again, which is new SOP that may be required, and 
which SOP that is perfected, to see back to accuracy zoom and SOP accuracy in processes 
task management and organization function so get walking effectively and efficiently. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kebijakan Publik. 

Kebijakan diberi arti bermacam-macam, menurut Lasswell dan 

Kaplan (dalam Islamy, 1992, 15-17) kebijaksanaan sebagai “Suatu 

Program pencapaian tujuan,  nilai-nilai dan praktek-praktek yang 

terarah”, sedangkan Anderson (dalam Islamy, 1992:17) mengartikan 

kebijaksanaan adalah “Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. 

Kemudian ada berpendapat bahwa istilah kebijaksanaan seringkali 

dalam penggunaannya diartikan dengan tujuan, program, keputusan 

undang-undang dan rancangan-rancangan dasar (Abdul Wahab, 1990 : 

1-12). 

Hal senada dikemukakan oleh Earson (dalam Islamy, 1992:29) 

yang merumuskan public policy : “ The Authoritative allocation of the 

whole society, and everything the government can authoritatively act 

on the whole society, and everything the government chooses to do 

results in the allocation of values” (bahwa alokasi nilai-nilai yang 

terdapat di seluruh masyarakat, namun ternyata hanya pemerintah 

yang berwenang dan segala yang dilakukan oleh pemerintah 

berdampak pada pengalokasian nilai-nilai). 

24 
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Sedangkan Edward III dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992 : 

12) menyatakan “Public Policy is what government say and do, or not 

do. It is the goals or purpose of government programs ...“(Apa yang 

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Kebijaksanaan Negara itu berupa sarana atau tujuan dari program-

program pemerintah). Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijaksanaan 

negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan 

perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras 

pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan 

yang dilakukan pemerintah. 

Dengan sendirinya apa yang dikerjakan pemerintah akan berupa 

hasil atau output yang berbentuk kebijakan-kebijakan, yang 

selanjutnya akan dilaksanakan dan kemudian dievaluasi, yang 

nantinya akan berupa feed back untuk menghasilkan output atau 

kebijakan baru . Karena itu, Easton mengingatkan bahwa public 

policy tidak hanya sekedar output dari apa yang dikerjakan oleh 

pemerintah tetapi lebih sebagai outcomes. 

Dengan demikian public policy merupakan aktivitas pemerintah 

yang terdiri dari 3 proses kegiatan, yaitu : Formulation (formulasi), 

Implementation (implementasi kebijakan) dan (evaluasi) yang saling 

keterkaitan satu sama lain. Hal ini diartikan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian instruksi para pembuat keputusan kepada 
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pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara 

untuk suatu tujuan yang dimaksud. 

Selanjutnya Anderson (1979 : 67) memberikan pengertian yang 

lebih luas lagi dengan membagi kebijakan publik dalam beberapa 

komponen yaitu : 

a. Kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat ataupun badan 

pemerintah; 

b. Tuntutan kebijakan (policy Demand), yaitu tuntutan yang 

diajukan para pejabat public oleh aktor-aktor atau pelaku lain 

seperti : penduduk, organisasi maupun pemerintah lain yang 

melakukan sesuatu yang mengacu pada masalah yang muncul; 

c. Keputusan kebijakan (Policy Decision) yaitu keputusan yang 

dibuat oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan memberikan isi pada tidakan kebijakan publik; 

d. Pernyataan kebijakan publik (Policy Statement) adalah 

pernyataan atau artikulasi kebijakan publik secara resmi, hasil 

kebijakan (Policy Output) yaitu manifestasi hasil kebijakan 

publik yang nampak secara nyata; 

e. Dampak kebijakan publik (Policy Outcomes) adalah 

konsekuensi yang timbul di masyarakat, baik yang disengaja 

maupun tidak sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah. 
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Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka pelaksanaan Otonomi 

Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sangat diperlukan 

suatu penyesuaian kebijakan penataan organisasi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam penyelenggaraan pemerintah 

dengan melihat kecenderungan motivasi yang ada di daerahnya. 

Dengan demikian diharapkan penataan organisasi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sukamara akan meningkat, berkembang dan 

mencapai sasaran yang diharapkan. 

2. Pengertian Implementasi Kebijakan. 

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi 

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran 

keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui 

saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi 

menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa saja yang 

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tindakan terlalu 

salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek 

yang sangat penting dalam kebijakan. 

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah 

sebagaimana oleh Jones (1991), dimana implementasi diartikan 

sebagai “getting the job done” dan “doing it”. Tetapi dibalik 

kesederhanaan rumusan yang berarti bahwa implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan 

mudah, namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat yang antara 
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lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi 

atau yang lebih sering disebut resources. Lebih lanjut Jones 

merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber 

daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus 

dilakukan. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu (kelompok) yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-

tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan 

keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta 

melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik 

yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. 

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil 

pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup manusia, 

dana dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok). 

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatir (dalam Abdul Wahab, 

1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi 

kebijakan sebagai berikut : 

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-

14/41317.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



23 
 

 
 

kegiatan yang timbul setelah disahkan pedoman-pedoman kebijakan 

negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan 

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat 

atau kejadian-kejadian”. 

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa 

implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau 

perilaku badan atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program yang menimbulkan kepatuhan dari target grup, 

namun lebih jauh dari itu juga altrnatif berlanjut dari jaringan 

kekuatan politik, sosial, ekonomi yang berpengaruh pada perilaku 

semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya terdapat dampak yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Hal ini dikemukakan pada kenyataan bahwa proses 

implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan 

semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebijakan akan 

berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit; sementara 

kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang 

mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. 

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak 

langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. 

Disamping itu standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak 

langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas 

komunikasi antar organisasi. Jelasnya respons para pelaksana terhadap 
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suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interprestasi mereka 

terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan 

berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi 

yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standar dan tujuan juga 

mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para 

pelaksana melalui aktivitas penguraian dan pengabsahan. 

Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para 

pelaksana dengan organisasi lain. Hubungan antara sumber daya 

(resourses) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas 

wadah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana 

dan sumber daya lain dapt menimbulkan tuntutan dari warga 

masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk 

berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. 

Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat 

menyebabkan kelompok lain untuk berperan secara maksimal dalam 

melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan. 

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumberdaya yang 

tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok 

kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu 

kabijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan 

kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam batas wilayah tertentu, 

14/41317.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



25 
 

 
 

mempengaruhi karakter agen-agen pihak pelaksana dan penyelenggara 

atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 

Kondisi lingkungan diatas mempunyai aspek penting terhadap 

kemauan badan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang 

telah mapan, kualitas dan badan agen pelaksana (implementator). 

Kondisi lingkungan ini juga mempengaruhi disposisi implementator. 

Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakan oleh para 

pihak swasta, kelompok kepentingan terorganisir, hanya jika 

implementator mau menerima tujuan standar dan sasaran kebijakan 

tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan 

jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka. 

Disamping itu karakteristik para agen implementator dapat 

mempengruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat 

kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat 

mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran 

organisai, dimana implementasi kebijakan kebijakan yang efektif 

sangat tergantung pada orientasi para agen atau kantor implementator 

kebijakan. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel 

atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. 
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3. Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 

proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa. (Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,2012).  

Istilah SOP merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi 

sebagian kalangan masyarakat kita saat ini. Istilah SOP sangat sering 

digunakan di kalangan birokrasi pemerintahan, kalangan profesional, 

maupun kalangan industriawan dan pengusaha meskipun dengan 

penyebutan yang berbeda-beda, seperti : Protap (prosedur tetap) biasa 

dipakai di kalangan kemiliteran, kepolisian dan birokrasi, SPO 

(standar prosedur operasi) biasa dipakai di kalangan perkebunan, 

SBO (standar operasional baku) biasa dipakai di kalangan industri, 

SOP (standart operasional prosedur) biasa dipakai di kalangan 

pendidikan. 

Bila dirunut dari asal katanya, istilah SOP berasal dari bahasa 

Inggris yaitu SOPs yang merupakan kepanjangan dari Standard 

Operating Prosedures atau Standing Operating Prosedures, tetapi 

umumnya di Indonesia istilah SOP merujuk pada istilah SOPs sebagai 

Standard Operating Prosedures. 

Istilah SOP merujuk pada pengertian mengenai sebuah prosedur 

operasi standar yang merupakan serangkaian instruksi yang bersifat 

14/41317.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



27 
 

 
 

membatasi prosedur operasi tanpa kehilangan keefektivitasannya. 

Disisi lain SOP juga berfungsi sebagai katalisator yang efektif bagi 

pengendalian tingkat kinerja dan hasil-hasil organisasi atau dengan 

kata lain SOP merupakan suatu sistem operasi yang bertitik tolak pada 

kualitas (operating prosedures based on quality). 

Sebagai sistem yang bertitik tolak pada kualitas maka SOP 

berlaku pada seluruh aspek kehidupan manusia yang salah satunya 

adalah administrasi perkantoran (office administration/office 

management). Administrasi perkantoran merupakan urusan yang tidak 

dapat dilepaskan dari penyelenggaraan urusan publik maupun privat 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun 

perseorangan. 

Dalam hal ini pengertian administrasi perkantoran yang 

dimaksud adalah administrasi perkantoran sesuai dengan pendapat 

The Liang Gie (2000:4), yaitu : rangkaian aktivitas merencanakan, 

mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan 

(memberikan arah dan petunjuk), mengawasi, dan mengendalikan 

(melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuatu 

hal menyangkut pekerjaan perkantoran (office work)- dalam arti 

sempit maupun dalam arti luas. 

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja 

organisasi pada umumnya dan peningkatan pelayanan dan kinerja 

penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran pada khususnya 
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maka administrasi perkantoran memerlukan adanya suatu pedoman 

pelaksanaan yang memberikan arah dan rambu-rambu yang 

dipergunakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara 

efektif dengan didukung oleh peraturan yang berlaku. 

Khususnya pada organisasi pemerintah pedoman pelaksanaan 

administrasi perkantoran yang dapat meningkatkan pelayanan dan 

kinerja organisasi merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi 

Pemerintahan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Peraturan ini 

mengamanatkan perlunya penyusunan Standar Operasi Prosedur 

(SOP) Administrasi Pemerintahan sebagai pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

bertujuan secara umum untuk membangun/membentuk perilaku 

aparatur negara dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi dan 

bertanggungjawab serta kemampuan memberikan pelayanan yang 

prima melalui pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelanggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek 

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan 

aspek sumberdaya aparatur. 
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Konsep standar operasional prosedur merupakan istilah 

organisasi dan manajemen yang merujuk suatu sistem pengawasan 

manajemen (management control system). Dalam pengertian ini maka 

SOPs diartikan sebagai peraturan dan regulasi yang merupakan 

kebijakan untuk menjamin kebenaran (validitas) perilaku anggota 

organisasi secara terus menerus. Sedangkan menurut pengertian 

umum, SOP pada hakekatnya berarti suatu cara untuk menghindari 

Miskomunikasi, konflik dan permasalahan pada pelaksanaan 

tugas/pekerjaan pada suatu organisasi. Hal ini dapat dimungkinkan 

karena SOP merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan 

dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. Tidak hanya itu, 

SOP juga berisis mekanisme untuk mengkomunikasikan peraturan dan 

persyaratan administratif, kebijakan organisatoris dan perencanaan 

strategis bagi pegawai/pekerja. Atau dengan suatu istilah  dengan 

adanya SOP maka “semua orang membaca irama musik yang sama”. 

Dalam praktek pelaksanaan pekerjaan sehari-hari pada suatu 

organisasi pada umumnya dikenal dua istilah terkait dengan prosedur 

pelaksanaan pekerjaan, yaitu: SOP (SOPs)-Standard operating 

prosedurs dan SOG (SOGs)-standard operating guidelines. Persamaan 

SOP dan SOG adalah sama-sama menetapkan hasil akhir 

pekerjaan/tugas. Sedangkan perbedaannya adalah SOP secara relatif 

tidak langsung menyatakan tingkatan tugas yang tidak fleksibel 

(inflexible) atau dengan kata lain dapat disamaartikan dengan instruksi 

(perintah). SOP mengharuskan pelaksana tugas melaksanakan tugas 
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secara ketat (disiplin) per masing-masing tahapan pelaksanaan tugas. 

SOP diterapkan pada urusan yang bersifat tidak darurat dan dapat 

diprediksi. Sedangkan SOG secara tidak langsung menyatakan adanya 

kebebasan (discreation) dalam pelaksanaan tugas yang berarti bahwa 

pelaksana tugas diberi kebebasan untuk menentukan cara pelaksanaan 

tugasnya dan yang terpenting adalah pencapaian hasil seperti yang 

telah ditargetkan. SOG diterapkan pada urusan yang bersifat darurat 

dan sulit diprediksi. 

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan administrasi 

perkantoran, SOP memiliki karakter yang dapat mendukung 

peningkatan kinerja administrasi perkantoran, antara lain :  

Pertama, SOP dapat diartikan sebagai “suatu petunjuk 

organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku”. Hal ini 

mengandung maksud bahwa dengan adanya SOP maka segala tingkah 

laku petugas/pekerja yang melakukan tindakan terkait dengan 

administrasi perkantoran memiliki  langkah-langkah yang sama 

dengan demikian maka setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan 

menghasilkan output sementara maupun output akhir yang sama 

meskipun terdapat perbedaan pelaksanaan dengan 

pelanggan/konsumen yang berbeda pula. 

Kedua, SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang 

diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam 

melakukan/menyelenggarakan pekerjaan administrasi perkantoran 
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mereka. Dengan demikian maka dengan adanya SOP setiap 

pekerja/petugas dilengkapi dengan petunjuk yang berisi tahapan 

pelaksanaan pekerjaan (petunjuk kerja) yang memberikan “control” 

terhadap proses dan hasil pekerjaan. 

Ketiga, Secara menyeluruh satuan SOP akan menggambarkan 

secara detail cara departemen beroperasi. Hal ini berarti bahwa dengan 

mengetahui ataupun menelaah keseluruhan SOP yang ada dalam suatu 

organisasi secara umum atau keseluruhan SOP administrasi 

perkantoran suatu organisasi maka akan dapat tergambarkan 

mekanisme kerja dan hal-hal yang dilakukan oleh suatu organisasi 

atau tergambarkan proses administrasi perkantoran pada suatu 

organisasi. 

Keempat, SOP tidak menggambarkan cara melakukan pekerjaan 

(technical Skills), tetapi menggambarkan peraturan organisasi untuk 

melakukan pekerjaan (procedural guidance).  Berdasarkan 

karakteristik ini maka SOP tidak begitu rumit dan kompleks karena 

SOP hanya mengambarkan tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan 

bukan cara melakukan pekerjaan yang berimplikasi pada tingkat 

kerumitan dan kompleksitas pengetahuan dan persyaratan yang 

diperlukan. Meskipun demikian SOP mempersyaratkan setiap tahapan 

pelaksanaan pekerjaan/tugas yang dilakukan harus didukung dengan 

peraturan organisasi yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa SOP 

tidak hanya merupakan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan 
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(administrasi perkantoran) dengan hasil tertentu tetapi juga menjadi 

“pelindung” bagi pekerja/petugas dari tuntutan hukum apabila terjadi 

suatu permasalahan terhadap proses maupun hasil pekerjaan 

(administrasi perkantoran) mereka. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah instruksi 

yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas 

rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari 

terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur 

yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Esensi substansi SOP merupakan uraian yang sangat jelas dan 

rinci mengenai apa yang dipersyaratkan kepada Aparatur Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya Bidang 

Pendapatan selama melaksanakan tugas, standar pencapaian pada 

suatu unit kerja, untuk pengawasan kualitas dan proses penjaminan 

kualitas dan memastikan penerapan berbagai aturan. 

Ada istilah yang cukup populer yang berkembang di tengah-

tengah birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

“kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”. Image negatif 

tentang istilah ini harus dihapuskan. Sebab di era reformasi ini telah 

terjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan 

khususnya bidang pelayanan publik. Reformasi yang dimaksud adalah 

bagaimana penerapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

dapat dilakukan dengan “mudah, murah, cepat, transparan dan tepat 

waktu”. 
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B. Kajian Terdahulu 

1. Reni Wulandari dan Endang Sulistianingsih (2012), melaksanakan 

penelitian dengan judul “ Implementasi Standar Operasional dan 

Prosedur Pelayanan Perizinan”. Hasil Penelitiannya : Implementasi 

SOP perizinan dimulai dari prosedur, persyaratan pelayanan, 

pemeriksaan lapangan, biaya dan waktu penyelesaian. Secara 

persentase jumlah responden yang setuju dengan penerapan SOP 

tersebut adalah 71,25%, artinya pelaksanaan SOP perizinan pada BPT 

Pekanbaru sudah baik. Faktor-faktor yang mendukung kelancaran 

pelaksanaan pelayanan perizinan. Faktor internal yang berpengaruh 

antara lain manajerial, jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur, 

sarana pelayanan. Faktor eksternal antara lain : peraturan regulasi, 

koordinasi antar SKPD terkait, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan 

faktor penghambat internal adalah minimnya pembinaan aparatur dan 

belum terlaksananya sistem samsat online. 

2. Purnawati Ireine Robot (2011), melaksanakan penelitian dengan judul 

“Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di kecamatan Amurang 

Barat Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitiannya: Bentuk 

kegiatan Implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program E-

KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara 

elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan 

pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program E-KTP adalah 

agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari 

penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 
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bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. 

Di lapangan terdapat kebijakan yang belum efektif dalam 

pelaksanaannya, yaitu : Terdapat warga yang belum terdata untuk 

perekaman E-KTP, Kemampuan Aparatur yang menangani E-KTP 

kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat, 

kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut 

diterapkan, Sosialisasi belum terlaksana dengan baik sehingga 

kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat, koordinasi dan 

komunikasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik. 

3. Woro W.A (2009), melaksanakan penelitian dengan judul 

“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit 

Pelayanan Pendaftaran dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) 

Kabupaten Pemalang ”. Hasil penelitiannya : Pelaksanaan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berkembang 

sejalan dengan kemajuan teknologi, dimana wajib pajak dapat 

melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui 

Kantor UP3AD/Samsat manapun di Provinsi Jawa Tengah. Wajib 

pajak kendaraan bermotor dapat memperoleh informasi tentang 

identitas kendaraan dan besaran nominal pajak kendaraan bermotor 

melalui layanan SMS 7070. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian 

ini dapat digambarkan dalam sebuah model berikut ini. 

Gambar 2.1 
Model Kerangka Pikir Penelitian 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Kebijakan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pajak dan 

retribusi daerah tertuang dalam Peraturan Bupati Sukamara nomor 20 tahun 

2011 tentang standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pajak daerah 

dan retribusi daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah 

Kabupaten Sukamara sebagai sebuah instruksi tertulis yang menjadi 

pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang memuat 

jenis pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, system dan prosedur 

pelayanan, system informasi manajemen dinas pengelolaan keuangan dan 

aset daerah, hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima pelayanan 

public serta pejabat penerima pengaduan masyarakat. 

KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

IMPLEMENTASI : 
KOMUNIKASI 

SUMBER DAYA 
SIKAP 

STRUKTUR BIROKRASI 
 

PELAYANAN 
PRIMA 
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Implementasi dari kebijakan Standar operasianal prosedur (SOP) 

tersebut dilaksanakan melalui : 

1. Komunikasi, ini merupakan hal yang sangat penting karena seorang 

implementer dengan menguasai informasi yang cukup/banyak, maka 

akan memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan. 

komunikasi antarpribadi maupun komunikasi organisasi sehingga 

tercapailah intensitas sosialisasi kebijakan standar operasional 

prosedur (SOP), kejelasan komunikasi kebijakan standar operasional 

prosedur (SOP) dari para pelaksana serta konsistensi perintah-perintah 

kebijakan standar operasional prosedur (SOP). 

2. Sumberdaya (Resources), sumberdaya ini meliputi empat komponen 

yaitu Staff yang cukup (Jumlah dan mutu), informasi yang memadai 

dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program, 

Kewenangan (Authority) yang cukup guna melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab, serta fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan 

dalam pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya, unsure manusia di dalam 

organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam 

melaksanakan kebijakan public dengan demikian perlu kemampuan 

sumberdaya manusia pelaksana standar operasional prosedur (SOP) 

serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan standar 

operasional prosedur (SOP). 

3. Struktur Birokrasi yaitu penanganan program sesuai dengan standard 

operating procedures (SOP) dengan koordinasi yang baik dari semua 
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pihak yang terlibat, misalnya pemerintah, aparatur seta masyarakat. 

Struktur birokrasi, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis 

yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-

orang dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga bentukan 

struktur dan pembagian tugas diatur dengan jelas. 

4. Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari aparat pemerintah dalam 

melaksanakan kebijakan, dengan semangat yang tinggi dan 

sikap/mental yang baik sesuai dengan prosedur atau aturan yang 

berlaku, maka program akan berjalan sebagaimana mestinya. Sikap, 

diperlukan sikap yang baik dan wajar dalam pelayanan sehingga baik 

itu persepsi pelaksana terhadap kebijakan  standar operasional 

prosedur (SOP), respon pelaksana kebijakan standar operasional 

prosedur (SOP) serta tindakan pelaksana kebijakan standar 

operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan 

berjalan dengan baik. 

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang sudah ada, 

diimplementasikan dalam komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur 

birokrasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat 

khususnya dalam pelayanan bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 
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D. Pokok Bahasan 

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan 

beberapa persyaratan, antara lain: 

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; 

2. Tersedia waktu dan sumber daya; 

3. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan; 

4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; 

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubung; 

6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; 

7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; 

8. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; 

9. Komunikasi dan koordinasi yang baik; 

10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain. 

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan 

berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis 

manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, 

kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya 

yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan 

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik 

lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. 
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Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) 

memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi 

(sikap), (4) stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini: 

1. Komunikasi 

2. Struktur Birokrasi 

3. Sumber daya 

4. Implementasi 

5. Sikap 

Gambar 2.2 
Model Implementasi Menurut G. C. Edward III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Subarsono, 2005;91 

Dari bagan tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

a.  Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai 

kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat 

pelaksana di tingkat di bawahnya ; 

Komunikasi 

Sumberdaya 

Implementasi 

Sikap 

Struktur Birokrasi 
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b.  Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur 

pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang 

dilakukan. 

c.  Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana 

prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ; 

d.  Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan 

sikap atau disposisi aparat pelaksana 

Komunikasi 

Menurut Wiratmo dkk. (1996: 220), komunikasi adalah proses berbagi 

informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu 

pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu 

lainnya. 

Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering 

digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat 

bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga 

orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi. 

Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001: 25), 

mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai 

penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi 

pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam 

organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antarpribadi dan komunikasi 

organisasi. Sedangkan Cangara (2001 : 18 ) menyatakan bahwa komunikasi 

adalah ” suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang 
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mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama 

manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan 

tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku 

itu ”. 

Sejalan dengan itu menurut Widjaja ( 2000 : 88 ) mengatakan bahwa 

komunikasi adalah : 

” proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan 

melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai 

pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi 

kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, 

penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku ”. Pada 

hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur – unsur sebagai berikut 

( Widjaja 2000 : 30 ) : 

1.  Sumber pesan, 

Adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan 

digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. 

2.  Komunikator 

Adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang 

lain, yang meliputi penampilan, penguasaan masalah, penguasaan 

bahasa. 

3.  Komunikan, 

Adalah orang yang menerima pesan. 
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4.  Pesan, 

Adalah keseluruhan dari apa yang disampaiakan oleh komunikator, 

dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi 

pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku 

komunikan. Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pesan meliputi 

: cara penyampaian pesan, bentuk pesan (informatif, persuasif, 

koersif), merumuskan pesan yang mengena ( umum, jelas dan 

gamblang, bahasa jelas, positif, seimbang, sesuai dengan keinginan 

komunikan ). 

5.  Media, 

Adalah saran yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan 

agar dapat sampai pada komunikan, meliputi media umum, media 

massa. 

6.  Efek, 

Adalah hasil akhir dari suatu komuniksi, yakni sikap dan tingkah laku 

orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apabila 

sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka komunikasi berhasil, 

demikian sebaliknya.  

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan 

informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan 

umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan 

pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, 

mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah 
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pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk 

menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak-pihak luar organisasi (Umar, 

2001: 27). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robbins (2006 : 392) yang 

menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam 

kelompok atau organisasi : pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, 

dan informasi. 

Sedangkan arah komunikasi di dalam suatu organisasi antara lain 

(Umar, 2001: 27-28): 

a.  Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapat 

berupa pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi. 

Medianya bermacam-macam, seperti memo, telepon, surat, dan 

sebagainya. 

b.  Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Fungsi 

utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang 

aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan yang meliputi lAPran 

pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, 

pendapat-pendapat, keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan. 

Medianya biasanya adalah lAPran baik secara lesan maupun tertulis 

atau nota dinas 

c.  Komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antar anggota organisasi 

yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan kerja sama 

dan proaktif pada tingkat mereka sendiri, di dalam bagian atau antar 

bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah 
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maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

d.  Komunikasi ke luar, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak 

luar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya. 

Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar dapat melalui bagian 

Public Relations atau media iklan lain.  

Menurut Cummings (dalam Umar, 2001: 30-31), mengkomunikasikan 

sesuatu memiliki cara sendiri-sendiri. Untuk mengkomunikasikan ke bawah 

hal-hal pokok yang perlu dikuasai oleh atasan adalah: 

a.  Memberikan perhatian penuh pada bawahan. 

b.  Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. 

c.  Mendengarkan dengan umpan balik. 

d.  Memberikan waktu yang cukup. 

e.  Menghindari kesan memberikan persetujuan maupun penolakan. 

Untuk komunikasi ke atas, bawahan dapat melakukan cara-cara 

berkomunikasi berikut ini: 

a.  Melaporkan dengan segera setiap perubahan yang dihadapi; 

b.  Menyusun informasi sebelum dilaporkan; 

c.  Memberikan keterangan selengkapnya jika atasan memiliki waktu; 

d.  Mengajukan fakta bukan perkiraan; 

e.  Melaporkan juga perihal sikap, produktivitas, moral kerja, atau 

persoalan khusus yang dihadapi bawahan; 

f.  Menghindari penyebaran informasi yang salah; 
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g.  Meminta nasihat atasan mengenai cara-cara menangani masalah yang 

sulit diatasi sendiri oleh bawahan. 

Dikaitkan dengan penelitian implementasi kebijakan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ini, maka fenomena yang digunakan untuk 

mengukur komunikasi adalah : 

1.  Intensitas sosialisasi kebijakan SOP. 

2.  Kejelasan komunikasi kebijakan SOP dari para pelaksana. 

3..  Konsistensi perintah – perintah kebijakan SOP. 

Struktur Birokrasi 

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang 

dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi 

adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional 

untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan 

tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam 

Soekanto, 1982: 293). 

Menurut Max Weber (dalam Soekanto, 293) ciri-ciri birokrasi dan 

cara terlaksananya adalah sebagai berikut: 

a.  Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai 

kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu 

ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi: 

1)  Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan 

birokrasi dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang 

resmi. 
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2)  Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi 

diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan 

oleh peraturan peraturan mengenai cara-cara yang bersifat 

paksaan, fisik, keagamaan dan sebaliknya, yang boleh 

dipergunakan oleh pada petugas. 

3)  Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan 

pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. 

Hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang 

dapat dipekerjakan. 

b.  Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang 

tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan di mana terdapat 

pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan 

pula adanya suatu jalan bagi warga masyaraka untuk meminta agar 

supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendahan ditinjau 

kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi. 

c.  Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen 

tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya. Untuk 

keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara 

khusus. 

d.  Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan 

latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas. 

e.  Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-

kegiatan meminta kemampuan bekerja yang masimal dari pelaksana-
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pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada 

organisasi secara tegas dibatasi. 

f.  Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum 

yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang 

sempurna,yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan 

peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus yang meliputi 

hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.  

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max 

Weber, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 

(lima) unsur, yaitu (Soekanto, 1982: 293-294): 

a.  organisasi 

b.  pengerahan tenaga 

c.  sifatnya yang teratur 

d.  bersifat terus menerus 

e.  mempunyai tujuan  

Menurut Sutarto (1995: 40) organisasi adalah sistem saling pengaruh 

antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dengan demikian dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang 

dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan 

tertentu. Berbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu kebulatan. 

Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas 

organisasi yang dimaksud. 
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Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam 

bagan organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah 

kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya 

terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai 

peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto, 1995: 41). Struktur 

organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur 

organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat 

menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti 

dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi 

dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat 

diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk 

harus memperhatikan berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995:43). 

Menurut Steers (1985: 70) sekurang-kurangnya ada enam faktor 

struktur yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi beberapa segi 

implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah: (1) tingkat 

desentralisasi, (2) spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentang kendali, (5) 

ukuran organisasi, dan (6) ukuran unit kerja. 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan 

untuk mengukur struktur birokrasi adalah : 

1. Bentukan Struktur Organisasi 

2.  Pembagian Tugas. 
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Sumberdaya 

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, 

jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber 

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka 

implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-

sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan 

kebijakan publik ( winarno, 2002 : 132 ). 

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Gomes (1997: 24) 

yang menyatakan bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan sumber 

pemasok input bagi organisasi, dan juga sebagai penerima output dari 

organisasi itu sendiri. Dari lingkungan suatu organisasi memperoleh bahan-

bahan (materials) yang diperlukan, baik fisik maupun non-fisik, dan dari 

lingkungan juga organisasi menangkap cita-cita, tujuan, kebutuhan, dan 

harapan. 

Hubungan antara organisasi dan lingkungan dapat digambarkan 

melalui skema berikut: 

Gambar 2.3 
Hubungan Antara Organisasi dan Lingkungan 

 
Lingkungan   Lingkungan   Lingkungan 
 
- Bahan-bahan     - Tujuan-tujuan 
   (Materials)       

Input    Output 
- Sumber daya     - Kebutuhan- kebutuhan 
  (Resources)   
    

Sumber: Raymont E. Miles (dalam Gomes, 1997: 24). 

Orang 

Teknologi 
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Unsur manusia di dalam organisasi, seperti tampak pada skema 

tersebut, mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusialah 

Orang-Orang Teknologi yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu 

diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau 

menangkap input tersebut, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk 

mengolah atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-

ouput yang memenuhi keinginan lingkungan. 

Dengan demikian, dalam organisasi terdapat kurang lebih tiga variabel 

utama, yang mempengaruhi organisasi, yaitu manusia, dan lingkungan, yang 

saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-masing memiliki 

karakteristik atau nilai-nilai tertentu. Winarno ( 2002 : 138 ) juga 

menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang 

efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai 

serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. 

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat 

dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan 

SOP adalah : 

1.  Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana SOP. 

2.  Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan SOP. 

Sikap 

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang 

menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan 

dengan suatu reaksi yang wajar (Mas’ud, 1991: 31). Adam ( 2000:36 ) 
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menyebutkan bahwa sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu 

rangsangan dari situasi atau seseorang, sedangkan Gibson ( 1993:57 ) 

mendefinisikan sikap sebagai berikut : 

” Sikap ( attitude ) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan 

diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas 

cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang 

berhubungan dengannya”. 

Dari pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan 

kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap 

mendukung atau menolak. 

Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu (Mar’at, 1982: 13): 

a. Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide 

dan konsep: 

b. Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional 

seseorang; 

c. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah 

laku. 

Sedangkan menurut Widjaja ( 2000:111), ada tiga tahapan yang harus 

dilalui seseorang agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi 

kewajiban : 

a.  Aspek kognitif, yang berhungan dengan gejala pikiran. 
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b.  Aspek afektif, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut 

perasaan tertentu. 

c.  Aspek psikomotor, yang berkaitan dengan kecenderungan untuk 

bertindak terhadap suatu obyek. 

Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. 

Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat 

emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan 

sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang 

merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu.  

Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan 

pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi 

melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek 

lain di sekitarnya. Hal ini berarti adanya penalaran pada seseorang terhadap 

obyek mengenai karakteristik (Mar’at, 1982: 13-14). 

 Berdasarkan evaluasi tersebut maka komponen afeksi memiliki 

penilaian emosional yang dapat bersifat positif atau negatif. Berdasarkan 

penilaian ini maka terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku hati-hati. 

Komponen afeksi yang memiliki sistem evaluasi emosional 

mengakibatkan timbulnya perasaan senang/tidak senang atau takut/tidak 

takut. Dengan sendirinya pada proses evaluasi ini terdapat suatu valensi 

positif atau negatif. 

Oleh karena itu pada seseorang yang tingka kecerdasannya rendah, 

kurang memiliki aspek penalaran yang baik, dan dalam evaluasi 
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emosionalnya pun kurang adanya kehalusan sehingga mengakibatkan 

kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar). 

Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk 

mengukur sikap adalah : 

1.  Persepsi pelaksana terhadap kebijakan SOP. 

2.  Respon pelaksana kebijakan SOP. 

3.  Tindakan pelaksana kebijakan SOP. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain  Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu (1) Mendeskripsi dan 

menganalisis Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 

pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sukamara; (2) Mendeskripsi dan menganalisis 

faktor yang mendorong dan menghambat dalam Implementasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sukamara  berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara 

Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Prosedur (SOP) 

Pelayanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka penelitian ini 

menggunakan rancangan atau desain penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif akan mengadakan suatu kajian terhadap fenomena-fenomena yang 

ada di masyarakat. Metode kualitatif digunakan dengan pertimbangan, 

menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000;5) : Pertama : 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda, Kedua : metode ini menyajikan secara langsung hakekat 

hubungan antara peneliti dan responden ; dan Ketiga : metode ini lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini , maka 

dalam penyusunan rancangan penelitian yang perlu dikonsepkan adalah 
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bagaimana data yang dikehendaki peneliti dapat dikumpulkan. Dalam hal 

ini yang sesuai adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi 

dan dokuman. Dengan teknik tersebut informasi maupun data lapangan 

dapat diperolah yang nantinya dijadikan bahan dalam pengolahan data. 

B. Narasumber 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi lokasi 

penelitian ini. Menjadi lokus yang menarik untuk diteliti karena melihat 

bahwa Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat sentral 

dalam Peningkatan Investasi daerah, Peningkatkan sumber-sumber 

pendapatan daerah khususnya melalui Penajaman potensi riil sumber 

pendapatan, Pendayagunaan aset daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak daerah dan retribusi daerah, Penyederhanaan pungutan serta 

Penegakan hukum kepada para penghindar wajib pajak. Hal menarik 

lainnya bahwa Instansi inilah yang sudah memiliki Produk hukum dalam 

menyelenggarakan  pelayan publik dalam bidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 20 Tahun 

2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sukamara.  

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka narasumber 

dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, dan Pemohon di 

wilayah Lingkungan Pemda Kabupaten Sukamara. Karena keterbatasan 
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peneliti, maka tidak semua populasi dapat diteliti. Adapun yang dilakukan 

adalah mengadakan penelitian sampel, dengan teknis penentuan sampel 

secara purposif. Yaitu peneliti menentukan sampel dengan cara memilih 

pada subyek yang mengetahui betul permasalahan yang akan menjadi 

sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang 

akan diwawancarai sesuai dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai dengan 

sasaran penelitian. Di Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah yang akan 

menjadi sampel dan sekaligus sebagai informan dalam penelitian ini adalah 

Kepala Dinas, Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Seksi Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan, Kepala Seksi Perizinan, Kasubbag Hukum 

Sekretariat Daerah, beberapa Pelaksana, Sekretaris Kadin, Sedangkan tokoh 

masyarakat yaitu Kepala Desa, dan beberapa Pelaku Usaha. 

Jenis dan sumber data yang menjadi sasaran penelitian ini ialah : 

1. Informan 

Informan dipilih secara purposif (purposif sampling). Pemilihan 

informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan 

yang berkaitan dengan judul, sesuai fokus penelitian, memiliki data, 

dan bersedia memberi data. 

2. Tempat dan Peristiwa. 

Tempat dan peristiwa yang dimaksud dalam hal ini meliputi 

lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan lingkungan, keadaan 
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sosial budaya maupun pelaku dan peristiwa yang relevan dengan 

obyek yang diteliti.  

3. Dokumen. 

Dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian diperoleh 

dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sukamara. 

C. Pedoman Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan 

wawancaram yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari 

setiap survey dalam suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. 

Pertanyaan  yang ditanyakan mengikuti panduan/pedoman yang telah dibuat 

sebelumnya. Tanya jawab dilakukan secara sistematis telah terencana, dan 

mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Wawancara sebagai suatu 

bentuk yang dikhususkan dari komunikasi lisan dan bertatap muka antara 

orang-orang dalam sebuah hubungan interpersonal yang dimasuki untuk 

sebuah tujuan tertentu yang diasosiasikan dengan pokok bahasan tertentu. 

Wawancara terstruktur karena hal-hal yang akan ditanyakan telah ditetapkan 

sebelumnya secara rinci. Penggunaan metode wawancara diikuti dengan 

pedoman yang berisi butir-butir yang akan ditanyakan atas jawaban 

responden. 
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D. Pemilihan Narasumber 

 
Untuk mendapatkan realita implementasi kebijakan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, peneliti memilih 

narasumber berdasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan yang 

berkaitan dengan judul, sesuai fokus penelitian, memiliki data, dan bersedia 

memberi data, yaitu: 

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sukamara 

2. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sukamara 

3. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara 

4. Kasubbag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara 

5. Kasi Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan 

6. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sukamara 

7. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sukamara 

8. Sekretaris Kadin Kabupaten Sukamara 

9. Kepala Desa Pudu Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara 

10. Tokoh Masyarakat 
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11. Kontraktor bidang perdagangan  

12. Pemilik usaha sembako 

13. Pemilik warung makan 

14. Pemilik toko 

E. Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data meliputi 3 

(tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu : 

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian 

Dalam usaha memasuki lokasi penelitian, peneliti disamping 

menempuh jalan formal juga melakukan pendekan awal melalui jalan 

informal. Langkah-langkah informal antara lain mendatangi Kepala 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memberikan 

informasi tentang maksud dan tujuan penelitian yang terkait dengan 

obyek penelitian. Agar proses memasuki lapangan berlangsung 

dengan baik, maka penulis menjalin hubungan yang akrab dengan 

informan. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan 

adaptasi dan proses belajar dari sumber-sumber data tersebut dengan 

berlandaskan hubungan yang etik dan simpatik sehingga bisa 

mengurang jarak sosial antara peneliti dan informan. Peneliti berlaku 

sopan dan santun dalam berbahasa dan berperilaku. 
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2. Ketika berada di Lokasi penelitian.  

Peneliti berusaha menjalin hubungan yang erat dan baik dengan 

subyek penelitian. Mencari informasi yang lengkap serta menangkap 

makana dari informasi yang diperoleh. Dengan hubungan yang akrab 

antara peneliti dengan sumber data/ informan, maka informasi dan 

data akan lebih mudah diperoleh. 

3. Mengumpulkan data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan tiga 

tehnik pengumpulan data yang meliputi : 

a.  Wawancara. 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Dalam hal itu. Dalam hal ini Lincoln dan Guba (1985) 

dalam Moleong (2000;135) menegaskan “maksud mengadakan 

wawancara antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, tuntutan, kepedulian 

dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan. Kebulatan 

demikian sebagai mana yang dialami masa lalu; 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 

memverivikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 
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diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 

(trianggulasi)., dan memverifikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota”. Berdasarkan pendapat di atas, wawancara ini 

diharapkan akan diperoleh kejelasan secara mendalam tentang 

implementasi kebijakan SOP. 

b. Observasi. 

Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan terhadap subyek penelitian, fenomena-

fenomena yang muncul di lapangan dengan mengamati dan 

mencatat temuan-temuannya. Observasi ini dilakukan sebagai 

upaya untuk mendapatkan validitas data yang diperoleh dari 

wawancara. 

c. Dokumentasi. 

  Melalui tehnik ini, peneliti mendata dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian, termasuk aturan-aturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam kaitan dengan pembangunan 

SOP. 

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis dengan menggunakan model interaktif. Model analisis 

menurut Miles dan Huberman (1984) ada tiga komponen analisis yaitu 

redaksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis ini 
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dilakukan dalam bentuk interaktif pada tiga komponen utama tersebut. 

Proses analisis interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk skema 

sebagai berikut : 

Gambar I : Analisis Data Model Interaktif.

 

 

Sumber Miles dan Huberman (1984)  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transpormasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. Dengan demikian reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data. Dengan 

cara demikian sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Secara sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi data kita dapat 

Reduksi Data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 

Penyajian Data 

Pengumpulan 
Data  
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menyederhanakan data kualitatif dan mentransformasikannya dengan 

berbagai cara, seperti melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan, 

menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. 

Penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan 

analisis. Peneliti membatasi suatu “penyajian”sebagai kumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau 

pengambilan tindakan. Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah 

kesimpulan / verifikasi. Peneliti yang berkompoten akan menengani 

kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis. 

Dengan demikian model analisis interaktif dapat dijelaskan sebagai 

berikut : dalam pengumpulan data dengan model ini peneliti selalu membuat 

reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya 

berdasarkan data yang ada pada field note (catatan yang didapat dilapangan) 

penelitiakan menyususn pemahaman arti dari segala peristiwa melalui 

reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk 

cerita secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada waktu 

peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah 

pengumpulan data “berakhir” peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan 

berusaha menarik verifikasinya berdasarkan field note. Apbila pada field 

note dirasa belum cukup/tidak didapatkan, peneliti diwajibkan mencari 

kelengkapan data dilapangan secara khusus. Sebagai catatan, sebelum 

meninggalkan lapangan peneliti secara teliti harus membaca lebih dahulu 

hasil reduksi data dan sajian data serta analisis awal. Kalau dianggap belum 
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cukup dalam menjawab permasalahan yang dikaji maka peneliti harus 

melengkapi kekurangan tersebut dilapangan terlebih dahulu. 

Karena sifat peneliti yang lentur, walupun menggunakan riset 

terpancang (studi implementasi) dengan kegiatan peneliti yang dipusatkan 

pada permasalahan dan tujuan peneliti yang telah disusun /dirumuskan, 

namun dalam penelitian ini segala sesuatunya ditentukan dari hasil akhir 

pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di 

lapangan. Dengan demikian penelitian ini mengikuti pola pemikiran 

kualitatif yang bersifat induktif. 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian 

kualitatif yaitu : nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data 

penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang 

diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak 

kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa control, dan 

sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil 

akurasi penelitian. 

Oleh karena itu dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan 

keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu : 

1.  Kredibilitas. Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau 

dipercaya. Beberapa criteria dalam menilai adalah lama penelitian, 

observasi yang detail, triangulasi, perdebriefing, analisis kasus negative, 
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membandingkan dengan hasil penelitian lain dan member check. Cara 

memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu : 

-  memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari 

kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk 

membangun  kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga 

kepercayaan diri peneliti sendiri 

-  pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan cirri-ciri dan 

unsure-unsur  dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci 

-  triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut 

-  peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat 

-  mengadakan member check  yaitu dengan menguji kemungkinan 

dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-

pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya 

pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 

data. 
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2.  Transferabilitas. Yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada 

situasi yang lain. 

3.  Dependability. Yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat 

konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan 

menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk 

menarik kesimpulan 

4.  Konfirmabilitas. Yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan 

kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang 

dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini 

dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang 

tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar 

hasil dapat lebih objektif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di laksanakan, 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian kecil dari 

aspek penyelenggaraan administrasi Pemerintah, namun demikian 

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran yang sangat 

besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan 

konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 

Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara telah berjalan 

sesuai dengan harapan, baik implementasi dalam sikap, Komunikasi, 

Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. SOP yang ada secara langsung 

telah memperbaiki proses internal dalam membangun/membentuk 

perilaku aparatur memiliki integritas dan produktivitas yang tinggi 

sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

komunikasi, sikap (disposisi) , sumberdaya dan struktur birokrasi yang 

menjadi  pendukung dan penghambat implementasi kebijakan itu 

sendiri. Dalam melaksanakan kebijakan selalu terkait dengan 

kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri dengan kompleksitasnya 
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masing-masing. Ketika kebijakan baru diimplementasikan telah terjadi 

perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. 

Suatu program dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh 

sumberdaya yang memadai dalam hal ini dapat berbentuk dana, 

peralatan teknologi, sarana dan prasarana pendukung lainnya. 

B. Saran 

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan, dalam 

rangka optimalisasi kebijakan SOP pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sukamara maka dari hasil kajian penelitian ini, penulis 

memberikan konsep implementasi Kebijakan SOP sebagai berikut : 

1. Optimalisasi Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) khusus Pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah Pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik peningkatan internal 

dan eksternal dalam rangka memenuhi sasaran yang diharapkan yaitu 

tercapainya penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan, 

ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

2. Optimalisasi intensifikasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka 

memastikan bahwa SOP telah dilaksanakan dengan baik, serta 

informasi mengenai sejauh mana SOP yang tidak dapat dilaksanakan 

atau sudah tidak relevan lagi, mana SOP baru yang mungkin 

diperlukan, dan mana SOP yang perlu disempurnakan, untuk melihat 

kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP dalam proses 
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penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat berjalan 

secara efektif dan efisien.  
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